
Salinan

BADAN STANDA^ISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL

INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH TANGGA NON ELEKTRONIK,

OLAHRAGA DAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ten tang

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi

Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap

Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah

Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6225); 

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 821); 

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP 

STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN 

RUMAH TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN 

HIBURAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya 

disingkat BSN adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas dan bertanggung 

jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian. 
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2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya 

disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang 

bertugas dan bertanggung jawab di bidang 

akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. 

3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh 

BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya 

disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan 

kegiatan penilaian kesesuaian. 

5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya 

disebut LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang 

mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk 

memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, 

Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau 

regulasi. 

6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian 

Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian 

jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, 

Proses, atau Personal telah memenuhi Standar 

dan/atau regulasi. 

7. Skema Sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan 

manajemen yang berlaku untuk melaksanakan 

penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, 

dan/atau Jasa dengan persyaratan acuan tertentu. 

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
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Pasal 2 

(1) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor 

Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga 

dan Hiburan meliputi skema Penilaian Kesesuaian 

untuk produk : 

a. Supit kayu; 

b. Pensil; 

c. Agel; 

d. Meja gambar teknis; 

e. Sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja berat; 

f. Arang; 

g. Meja tulis baja untuk kantor (meja besi); 

h. Papan tulis kayu untuk kapur tulis; 

i. Katup tabung LPG tipe koneksi ulir; 

j. Perangko; 

k. Sepatu; 

l. Tusuk gigi; 

m. Sarana penyimpan beras; 

n. Bola tenis meja; 

o. Cakram; 

p. Meja tenis meja; 

q. Raket bulu tangkis; 

r. Raket tenis meja; 

s. Peluru tolak peluru; 

t. Bola; 

u. Pemukul bola untuk keperluan olahraga; 

v. Lembing; 

w. Bola bulu tangkis; 

x. Jaring olahraga; dan 

y. Pelindung olahraga. 

(2) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian 

Kesesuaian terhadap SNI Sektor Peralatan Rumah 

Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor 

Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga 
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dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk. 

(4) Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap 

SNI Sektor Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap SNI Sektor Peralatan Penanganan 

Material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan 

Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 

a. sertifikat yang diterbitkan sebelum diundangkannya 

Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku sampai 

dengan berakhirnya masa sertifikat; dan 

b. proses sertifikasi yang menggunakan skema 

sertifikasi sebelum diundangkannya Peraturan 

Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema 

yang diacu oleh LSPro.  

 

Pasal 4 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 439

Salin^^S^uaTd-^p^an aslinya
Kepala Biro SiSiiib.er Daya.l^^Vsia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SUPIT KAYU 

 

A. Ruang lingkup 

 Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Supit kayu yaitu sepasang batangan berbentuk tirus 

yang terbuat dari kayu dan digunakan sebagai alat penjepit 

makanan Persyaratan sertifikasi 

 

B. Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-4668-1998, Supit kayu; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-4668-1998, 

Supit kayu; 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Supit  kayu. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Supit kayu dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi 

Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana 

dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 
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Supit kayu, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 
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kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

Republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yg diajukan untuk disertifikasi yg 

menunjukkan bentuk produk serta informasi 

terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan 

tersier produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, dari arah depan, belakang, 

samping, dan bagian dalam. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggung jawab proses produksi; 
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3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait;  

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI 

ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh 

Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-4668-1998, yang diperlukan 

untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 
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pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-4668-1998. Apabila laporan 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon 

harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 
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6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu, paling 

sedikit berupa alat pembentukan garpu baja 

dan tangkai dan alat ukur dimensi. 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi 

persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan 

produksi dapat ditunjukan dengan prosedur 

yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 
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maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen 

terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d 

dan huruf e. 

 

6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji 

di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai dasar permohonan 

sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 
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7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses 

review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh 

satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam 

proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh 

satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang 

melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan 

sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 
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b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 
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harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI  (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 
 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Supit Kayu  

No 
Titik kritis proses 

produksi 
Penjelasan 

1. Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

 

2. Pemotongan dan 

Pengerusan 

Pemotongan dan pengerusan 

dilakukan dengan metode 

tertentu untuk untuk 

mendapatkan produk sesuai 

dengan persyaratan yang 

ditetapkan 

 

3. Pengeringan Pengeringan dilakukan dengan 

metode tertentu pada suhu dan 

waktu yang dikendalikan untuk 

mendapatkan persyaratan mutu 

kadar air. 

4. Pengemasan  Pengemasan dilakukan dalam 

wadah yang tertutup rapat, tidak 

dipengaruhi dan mempengaruhi 

isi, setiap kemasan berisi 

batangan dalam jumlah genap  
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5 Penandaan Pada kemasan hams

dicantumkan nama produk,

merek dagang, nama dan alamat

pemsahaan, dan Iain-Iain sesuai

ketentuan yang berlaku

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro S/amber Daya Manta.sia, Organisasi, dan Hukum
■  \Vn'i

l^janaMargahayn
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PENSIL 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Pensil sesuai dengan lingkup SNI:  

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1.  Pensil Tulis SNI 12-0097-1998 Pensil Tulis 

2.  Pensil Warna SNI 12-0097.1-1998 Pensil Warna 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk pensil. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Pensil dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi 

Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana 
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dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Pensil, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang 

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas 

merek yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek yang berkedudukan 

hukum di luar negeri, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum 

tentang penunjukkan sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek di wilayah Republik 

Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. Apabila tersedia, foto produk yg diajukan 

untuk disertifikasi yg menunjukkan bentuk 

produk serta informasi terkait kemasan 

primer produk; 

5. daftar bahan baku; dan 

6. label produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 
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pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera atau tera ulang untuk alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran berat 

produk akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI 

ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh 

Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A 

yang diperlukan untuk pengujian produk dan 

mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 



- 25 - 
 

 
 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf A. 

Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI 

tersebut telah terpenuhi, maka produk yang 

diajukan untuk disertifikasi dianggap telah 

memenuhi persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon 

harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan linggis, 

alat ukur berat, alat ukur dimensi. 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi 

persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan 

produksi dapat ditunjukan dengan prosedur 

yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 
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oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen 

terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d 

dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji 

di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 
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7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 
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b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 
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mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 (empat puluh dua) setelah 

penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F.  Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 

r  = 0,5x 
 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Pensil  

No 
Titik Kritis Proses 

Produksi 

Penjelasan Titik kritis 

 

1. Pemilihan bahan 

baku dan bahan 

lainnya 

Bahan baku dan bahan lainnya harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau 

peraturan yang terkait. 

2. Pembuatan alur Pembuatan alur di kepingan kayu/Slats 

dilakukan dengan metode tertentu yang 

dikendalikan untuk mendapatkan alur garis 

pada kepingan kayu/Slats sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan. 

3. Penempelan grafit Penempelan grafit pada kepingan kayu/Slats 

yang sudah ditambahkan lem dilakukan 

dilakukan dengan metode tertentu yang 

dikendalikan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan. 

4. Penyatuan kepingan 

kayu/ Slats 

Penyatuan kepingan kayu/Slats yang sudah 

terpasang dengan grafit dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan.  

5. Pemotongan Pemotongan dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk 

mendapatkan bentuk dan dimensi produk 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

 



-32-

6. Pewamaan {bila
dilakukan)

Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan

cat yang sesuai dengan persyaratan untuk

mendapatkan warna produk akhir yang

diinginkan

7. Pengemasan Pensil harus dikemas dengan baik, aman

selama transportasi dan penyimpanan

8. Penandaan Pada label kemasan, minimum harus

dicantumkan :

1. Merek/nama dagang; dan

2. Nama perusahaan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

S^inan sesuaivdengan aslinya
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK AGEL  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Agel sesuai dengan lingkup SNI .  

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1 SNI 12-0606-1989 Agel untuk kerajian 

2 SNI 12-1523-1989 Agel sebagai bahan baku bagor 

3 SNI 12-1524-1989 Tali agel 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

1. Persyaratan sertifikasi mencakup: 

2. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

3. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; dan 

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk agel. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Angel dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi 

Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana 
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dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Angel, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang 

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 
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5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

Republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yg diajukan untuk disertifikasi yg 

menunjukkan bentuk produk serta informasi 

terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera atau tera ulang untuk alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran berat 

produk dalam kemasan akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf 

A yang diperlukan untuk pengujian produk dan 

mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu 

dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka 

produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian 

awal.  

  

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

cangkul/sekop dan tangkai, alat ukur berat, 

dan alat ukur dimensi. 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

3bahwa peralatan tersebut memenuhi 

persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan 

produksi dapat ditunjukan dengan prosedur 
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yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk dalam kemasan akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen 

terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d 

dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji 

di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 
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produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 
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Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Agel 

No 

Tahapan kritis 

proses 

produksi 

Penjelasan 

Produk 

Agel 

untuk 

kerajian 

Agel sebagai 

bahan baku 

bagor 

Tali 

agel 

1. Pemilihan 

bahan baku 

Bahan baku harus 

memenuhi 

persyaratan yang 

ditetapkan. 

Pemilihan bahan baku 

dilakukan untuk 

memastikan daun agel 

berasal dari pucuk 

(daun muda) pohon 

Berlaku Berlaku Berlaku 
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gebang [Corypha

gebangan BL]

2. Perendaman

agel

Perendaman agel

dilakukan dengan

metode tertentu yang

dikendallkan untuk

mendapatkan agel

yang mempunyai

kekuatan tarik

maupun mulur sesuai

persyaratan.

Berlaku Berlaku Berlaku

3. Pengeringan

agel

Pengeringan agel

dilakukan dengan

metode tertentu yang

dikendalikan untuk

menghasilkan agel

dengan kadar air

sesuai yang

dipersyaratkan.

Berlaku Berlaku Berlaku

4. Pengemasan Tali agel digulung

dengan berat tidak

kurang dari 500 g.

Tidak

berlaku

Tidak berlaku Berlaku

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

sesu^i-^fengan aslinya
Kepala Biii^6'Suml3er Daya\Si^usia, Organisasi, dan Hukum

If^na Margaha3ai
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MEJA GAMBAR 

TEKNIS   

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk meja gambar teknis yang berbentuk khusus yang 

dibuat dari kayu atau bahan-bahan lain yang dipergunakan 

sebagai alas menggambar Teknik 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-0451-1989 Meja gambar teknis;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-0451-1989, 

Meja gambar teknis; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk meja gambar 

teknis. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Meja Gambar Teknis dilakukan oleh LPK 

yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 

17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Meja Gambar Teknis, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas 

merek yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 
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kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek yang berkedudukan 

hukum di luar negeri, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum 

tentang penunjukkan sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek di wilayah Republik 

Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. Apabila terlah tersedia, foto produk yg 

diajukan untuk disertifikasi yg menunjukkan 

bentuk produk serta informasi terkait 

kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; dan 

6. label produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggung jawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku 

produk; 
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4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera atau tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat produk 

akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkai; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel produk 

kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang 

memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; 

dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 



- 50 - 
 

 
 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC 

MLA dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-0451-1989 yang diperlukan untuk 

pengujian produk dan mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 
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5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-0451-1989. Apabila laporan 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan 

belincong, alat ukur berat, dan alat ukur 

dimensi. 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 
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6.3. Apabila pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen 

terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d 

dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji 

di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 
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persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 
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9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 
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penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

tercantum pada pasal 5.6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI  (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Meja gambar teknis 

No Tahapan kritis proses 

produksi 

Penjelasan tahapan kritis 

1. Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

Bahan baku kayu yang digunakan 

tidak mempunyai cacat sebagaimana 

Lampiran D SNI 12-0451-1989. 

Daun meja terbust dari kayu, polimer, 

bahan lain yang sesuai atau 

paduannya yang tahan terhadap 

pengaruh lingkungan. 

Kaki meja terbuat dari kayu, logam, 

polimer, atau bahan lain yang sesuai 

atau paduannya yang tahan terhadap 

pengaruh lingkungan. 

2 Treatment bahan baku:  

Laminasi (khusus 

bahan kayu non-solid) 

Proses laminasi dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan, 

agar dihasilkan tebal lapisan yang 

ditetapkan dan kuat 

Pengeringan bahan 

baku kayu (jika 

dilakukan) 

Pengeringan dilakukan dengan 

metode tertentu pada suhu dan waktu 

yang dikendalikan agar kayu 

mencapai tingkat kekeringan yang 
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ditentukan 

3 Pembuatan komponen :  

Pemotongan  Pemotongan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan, 

agar didapatkan bentuk dan ukuran 

komponen yang sesuai 

Pengetaman (untuk 

bahan baku kayu solid) 

Pengetaman dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

agar didapatkan permukaan yang rata 

Pembengkokan (jika 

memproduksi 

komponen logam) 

Pembengkokan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

agar didapatkan bentuk yang sesuai 

Edging (kayu) Edging dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan agar 

menguatkan bagian sisi lapisan 

Pengamplasan   Pengamplasan dilakukan dengan 

metode tertentu untuk mendapatkan 

permukaan yang halus 

4 Perakitan Perakitan dilakukan dengan metode 

tertentu, agar dihasilkan konstruksi 

produk yang kokoh (khusus untuk 

produk siap pakai) 

Pengelasan (jika 

dilakukan) 

Pengelasan dilakukan dengan metode 

tertentu agar didapatkan hasil las 

yang kuat 

Pembersihan 

permukaan logam (jika 

memproduksi 

komponen logam) 

pembersihan dilakukan dengan 

metode tertentu, agar didapatkan 

permukaan yang bersih dari kotoran 

debu, karat, minyak atau pengotor 

lain 

5 Finishing (cat/ 

varnish/lapisan 

logam/galvanis)  

Proses finishing dilakukan dengan 

metode tertentu agar dicapai hasil 

finishing yang melekat kuat dan 

merata  

 

H. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan 

pengendalian mutu produk Meja Gambar Teknis 

 

1. Alat pemotong bahan baku  

2. Alat pengetam (khusus bahan kayu solid) 
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3. Mesin laminasi dan press (khusus bahan kayu non-solid)

4. Mesin edging (khusus bahan baku kayu non solid)

5. Alat pengukur dimensi

6. Alat amplas (khusus kayu)

7. Alat finishing

8. Alat bending (logam)

9. Mesin las (jika melakukan pengelasan)

10. Perangkat pembersih permukaan logam (khusus produksi

komponen logam)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Sdlinan sesuai depgan aslinya

Kepala Bird Sumber Dayd Manusia, Organisasi, dan Hukum

ryana Margahajai
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LAMPIRAN V 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SARUNG TANGAN 

DARI KULIT SAPI UNTUK KERJA BERAT  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja berat sesuai 

dengan SNI 06-0652-2005. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 06-0652-2005 Sarung tangan dari kulit sapi untuk 

kerja berat ; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 06-0652-2005; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Sarung tangan 

dari kulit sapi untuk kerja berat. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja 

berat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN 

berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – 

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan 

Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam 
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Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja berat, BSN dapat 

menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas 

merek yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek yang berkedudukan 

hukum di luar negeri, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum 

tentang penunjukkan sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek di wilayah republik 

Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 



- 63 - 
 

 
 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 
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laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem lainnya 

yang setara dari Lembaga Sertifikasi yang 

diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI 

ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh 

Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 06-0652-2005, yang diperlukan 

untuk pengujian produk, yang mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada angka 1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 06-0652-2005. Apabila laporan 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 
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simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat ukur 

berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat 

ditunjukan dengan prosedur yang diperlukan 

untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 
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6.3. Apabila pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA dengan 

ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap 

implementasi sistem manajemen terkait mutu produk 

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk 

memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh 

Pemohon sebagai basis permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 



- 68 - 
 

 
 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses 

review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh 

satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam 

proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh 

satu  atau sekelompok orang yang sama dengan yang 

melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan 

sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 
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2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; 

dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 
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b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Dengan ukuran: 
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Keterangan:
y = llx
r - 0,5x

Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Sarung Tangan dari

Kulit Sapi untuk Kerja Berat

No
Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan

1. Pemilihan

bahan

Bahan baku kulit sapi samak krom

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Persyaratan mutu bahan hams memenuhi

SNI 06-0652-2005 klausul 7 tabel 2.

2. Pembuatan pola

dan

pemotongan

Pembuatan pola dan pemotongan dilakukan

dengan metode tertentu yang dikendalikan

untuk mendapatkan bentuk dan ukuran

sesuai dengan persyaratan.

4. Penjahitan Penjahitan dilakukan dengan metode

tertentu yang dikendalikan untuk

memperoleh hasil jahitan yang rapi, tidak

meloncat, tidak menumpuk, dijahit 4-5

stik/cm

5. Finishing Finishing dilakukan dengan metode tertentu

yang dikendalikan untuk memperoleh

produk akhir yang sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan

6. Pengemasan

dan penandaan

Produk dikemas dan diberi tanda pengenal

minimum mencantumkan:

a merek dagang,

b ukuran.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

^^linan sesuai^ngan aslinya

Kepala Biffd Sumber Daya M^inusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ARANG  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Arang sesuai dengan lingkup SNI .  

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1. Arang kayu 

peleburan logam 

SNI 01-1506-1989 Arang kayu 

peleburan logam 

2. Arang tempurung 

kelapa 

SNI 01-1682-1996 Arang tempurung 

kelapa 

3. Arang kayu SNI 01-1683-1989 Arang kayu 

4. Arang batok pala SNI 06-4366-1996 Arang batok pala 

5. Bubuk arang 

tempurung kelapa 

SNI 06-4369-1996 Bubuk arang 

tempurung kelapa 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

a. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

b. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; 

c. Peraturan lain yang terkait dengan produk Arang. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

 



- 73 - 
 

 
 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Arang dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi 

Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana 

dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Arang , BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang 

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas 

merek yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
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4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek yang berkedudukan 

hukum di luar negeri, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum 

tentang penunjukkan sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek di wilayah republik 

Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 
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7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 
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disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem lainnya 

yang setara dari Lembaga Sertifikasi yang 

diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI 

ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh 

Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a.  Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf 

A yang diperlukan untuk pengujian produk dan 

mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada pasal 5.1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan mutu 

dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk 

yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah 

memenuhi persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat ukur 

berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat 

ditunjukan dengan prosedur yang diperlukan 

untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 
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i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA dengan 

ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap 

implementasi sistem manajemen terkait mutu produk 

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk 

memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh 

Pemohon sebagai basis permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 
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secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses 

review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh 

satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam 

proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh 

satu  atau sekelompok orang yang sama dengan yang 

melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 
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9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan 

sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

dan 

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; 

dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar. 
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Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara 

penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis 

SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 
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G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Arang

No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan Tahapan Kritis

1 Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan

2 Pengarangan Pengarangan dilakukan melalui proses karbonisasi/pirolisis dengan metode
tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan arang yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan

3 Pembuatan bubuk arang (hanya

untuk bubuk arang tempurung

kelapa)

Pembuatan bubuk arang dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan

untuk mendapatkan ukuran butir yang lolos ayakan 60 mesh

4 Pengemasan Pengemasan dilakukan sesuai persyaratan SNI

5 Penandaan Penandaan dilakukan pada kemasan sesuai persyaratan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesu^i dengan aslinya
Kepala-Bird^Surnber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

[a>Margahayu
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MEJA TULIS 

BAJA UNTUK KANTOR (MEJA BESI) 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk meja tulis baja untuk kantor, yaitu meja tulis dengan 

bahan utama dari baja dan umumnya digunakan di kantor.  

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-1048-1989 Meja tulis baja untuk kantor; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-1048-1989; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk  Meja tulis baja 

untuk kantor. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Meja tulis baja untuk kantor dilakukan 

oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI 

ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk 

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup 

produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Meja tulis baja untuk kantor , BSN dapat menunjuk LPK 

dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 
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kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggung jawab proses produksi; 
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3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-1048-1989 Meja tulis baja 

untuk kantor yang diperlukan untuk pengujian 

produk, yang mewakili sampel yang diusulkan 

untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 



90 
 

 
 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-1048-1989, Meja tulis baja 

untuk kantor. Apabila laporan hasil uji 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 
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produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 
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i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 
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b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 
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untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. 

Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui 

kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 
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2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk meja tulis baja untuk 

kantor 

No 
Tahapan kritis 

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1 Pemilihan bahan 

baku  

a. Bahan rangka dan unit laci meja 

terbuat dari lembar baja canai 

dingin sesuai peraturan yang 

berlaku. 

b. Khusus untuk bahan dengan tebal 

lebih dari 1mm boleh 

menggunakan baja lembaran canai 

panas menurut ketentuan SNI 07-
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No 
Tahapan kritis 

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

0601-2006 

c. Kawat baja yang digunakan sesuai 

SNI 07-0053-2006 

2 Cutting dan 

bending lembaran 

baja  

Cutting dan bending lembaran baja 

dilakukan dengan mesin sehingga 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan 

3 Punching Punching dilakukan dengan mesin 

sehingga memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan 

4 Perakitan menjadi 

komponen 

a. Perakitan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

(las, kelingan atau cara lain yang 

memadai) sehingga membentuk 

komponen meja, sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan 

b. Bagian meja yang dapat tersentuh 

harus bebas dari ketajaman-

ketajaman yang dapat melukai 

pemakai 

5 Pembersihan 

permukaan  

Pembersihan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

agar didapatkan permukaan yang 

bersih dari pengotor 

6 Pengecatan Pengecatan dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan 

menggunakan cat jenis cat bakar, agar 

didapatkan hasil pengecatan yang 

merata dengan ketebalan 20 mikron 

 

7 Perakitan akhir Perakitan dilakukan dengan metode 

tertentu hingga membentuk kesatuan 

yang utuh, sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan 
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No
Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan tahapan kritis

8 Penandaan Penandaan pada setiap meja:

1. nama pabrik dan atau nama

merek perusahaan

2. ukuran

3. buatan Indonesia

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
■  <

Kepal^Biro Sumber Ej^^a Manusia, Organisasi, dan Hukum

na Margahajoi
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LAMPIRAN VIII  

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PAPAN TULIS 

KAYU UNTUK KAPUR TULIS 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk papan tulis kayu untuk kapur tulis yang terbuat dari 

kayu, berwarna hitam atau hijau tua, tidak mengkilap, 

mempunyai bentuk dan ukuran tertentu, dan digunakan 

untuk kegiatan tulis menulis dengan kapur tulis. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-2993-1992, Papan tulis kayu untuk kapur tulis; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-2993-1992; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Papan tulis 

kayu untuk kapur tulis. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Papan tulis kayu untuk kapur tulis  

dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN 

berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – 

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan 
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Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam 

Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Papan tulis kayu untuk kapur tulis, BSN dapat menunjuk 

LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 
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5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a.  Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-2993-1992, Papan tulis kayu untuk 

kapur tulis yang diperlukan untuk pengujian produk, 

yang mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi, 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada pasal 5.1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam  SNI 12-2993-1992, Papan tulis kayu 

untuk kapur tulis, Apabila laporan hasil uji 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 
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i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh 

badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan 
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bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 
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9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi, 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 
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Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Papan Tulis Kayu 

Untuk Kapur Tulis 

No Tahapan kritis  

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1.  Pemilihan bahan 

baku 

Pemilihan bahan baku harus 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

2.  Pemotongan  Pemotongan dilakukan dengan 

metode tertentu yang 

dikendalikan, agar didapatkan 

bentuk dan ukuran komponen 

yang sesuai. 

3.  Pengetaman dan 

pengamplasan 

Pengetaman dan pengamplasan 

dilakukan dengan metode tertentu 

hingga mencapai kerataan dan 

kehalusan permukaan yang 

sesuai. 

4.  Pengecatan 

bidang tulis 

Pengecatan yang dilakukan 

dengan cat khusus papan tulis 

dengan metode tertentu yang 

dikendalikan, sehingga didapatkan 

hasil pengecatan yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 
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No Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan tahapan kritis

5. Perakitan Perakitan dilakukan dengan

metode tertentu, agar dihasilkan

konstruksi produk yang kokoh

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

aslinya

Kepala/ifTiro Sumber Daya^Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KATUP 

TABUNG LPG TIPE KONEKSI ULIR 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Katup Tabung LPG Tipe Koneksi Ulir yang yaitu katup 

yang memiliki ulir pada keluarannya sebagai mekanisme 

penyambungan dengan regulator LPG atau alat lain yang 

disuplainya, dilengkapi katup kendali sebagai mekanisme 

kerja untuk membuka dan menutup aliran LPG secara 

otomatis selain untuk instalasi otomotif permanen. 

Dokumen ini tidak berlaku untuk katup LPG yang SNInya 

telah diberlakukan secara wajib. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 7659:2011, Katup tabung LPG tipe Koneksi Ulir; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 7659:2011; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk  Katup tabung 

LPG tipe Koneksi Ulir. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 
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D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk katup tabung LPG tipe koneksi ulir 

dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN 

berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – 

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan 

Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam 

Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

katup tabung LPG tipe koneksi ulir, BSN dapat menunjuk 

LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 
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4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 
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6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 
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pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a.  Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 7659:2011 Katup tabung LPG tipe 

Koneksi Ulir yang diperlukan untuk pengujian produk, 
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yang mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada pasal 5.1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam  SNI 7659:2011, Katup tabung LPG 

tipe Koneksi Ulir. Apabila laporan hasil uji 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 
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g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh 

badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 
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oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi, 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Katup Tabung LPG Tipe 

Koneksi Ulir 

No Tahapan kritis  

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1.  Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan  

2.  Pemotongan bahan baku  Pemotongan dilakukan dengan mesin 

pemotong untuk menghasilkan ukuran 

yang ditetapkan 

3.  Pemanasan bahan baku 

badan katup 

Pemanasan dilakukan untuk 

mempersiapkan bahan baku sebelum 

dilakukan tempa panas  
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No Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan tahapan kritis

4. Tempa panas badan katup Tempa panas badan katup dilakukan

pada suhu, tekanan, dan waktu yang

dikendalikan untuk menghasilkan

badan katup yang bebas retak/robek

5. Pembubutan Pembubutan dilakukan dengan mesin

CnC bubut untuk mencapai persyaratan

konstruksi yang ditetapkan

6. Blasting dan pencucian Blasting dan pencucian dilakukan

menggunakan mesin blasting dan

pencucian untuk menghilangkan

pengotor pada permukaan produk

7. Perakitan katup Proses perakitan badan katup dengan

komponen lain dilakukan dengan

metode tertentu yang dikendalikan

untuk men^asilkan bentuk katup

secara utuh

8. Pengujian dan inspeksi rutin Pengujian dan inspeksi rutin saat

produksi dilakukan sesuai Lampiran B

SNI 7659:2011

9. Penandaan Penandaan dilakukan pada produk dan

kemasan sesuai persyaratan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

lengan aslinya

Kepaia Biro Sumber Diyav^anusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu
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LAMPIRAN X 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PERANGKO 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk perangko yang berupa carik kertas dengan tepi yang 

pada umumnya bergerigi, pada bagian depan tercetak 

gambar, nama negara penerbit, tahun penerbitan dan 

nilainya. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-2373-1991 Perangko Republik Indonesia; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-2373-1991; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Perangko. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Perangko dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

perangko, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a.  informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 
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kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 
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3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a.  Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-2373-1991, Perangko Republik 

Indonesia yang diperlukan untuk pengujian produk, 

yang mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada angka 1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-2373-1991 Perangko 

Republik Indonesia. Apabila laporan hasil uji 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 
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simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 
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6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh 

badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 
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yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 

 

 

 

 



134 
 

 
 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 
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Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Perangko  

No Titik kritis proses produksi Penjelasan  

1. Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan atau 

peraturan yang terkait  

2. Percetakan  Percetakan dilakukan dengan metode 

tertentu untuk mendapatkan produk 

sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan 

3. Penandaan Setiap lembar perangko harus diberi 

tanda pengenal: 

1. Kode harga; 

2. Kode acuan cetak; 

3. Jenis warna. 

Pada setiap kemasan harus diberi 

pengenal: 

1. “PERANGKO MILIK PERUM POS 

DAN GIRO”; 

2. Seri penerbitan; 

3. Harga nominal; 

4. Jumlah lembar; 

5. Jumlah perangko tiap lembar; 

6. Nama pencetak 

7. Paraf/kode pemeriksa, 

penghitung, dan pengemas; 
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8. Tanggal pemeriksaan

9. Segel tutup kemasan.

3. Pengemasan produk akhir Pengemasan dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap 10 lembar @ 50/100

keping perangko dikemas dalam

satu sampul I;

2. Setiap 10 sampul I dikemas

dalam satu sampul II;

3. Setiap 10 sampul 11 dikemas

menjadi satu kemasan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Kepala Bi

BAMBANG PRASETYA

gan aslinya

usia, Organisasi, dan Hukum

ryana Margahayu
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LAMPIRAN XI 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SEPATU 

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk 

Sepatu sesuai dengan lingkup SNI .  

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1 Sepatu pria dari kulit model 

derby sistem lem 

SNI 12-3361-1994 Sepatu pria dari kulit 

model derby sistem lem 

2 Sepatu bot kanvas panjat SNI 12-3761-1995 Sepatu bot kanvas 

panjat 

3 Sepatu olahraga kebugaran 

(fitness) dengan sol sintetis 

sistem lem 

SNI 12-7072-2005, Sepatu olahraga 

kebugaran (fitness) dengan sol sintetis 

sistem lem 

4 Sepatu panjat tebing dari 

kulit sistem lem 

SNI 12-7073-2005 Sepatu panjat tebing 

dari kulit sistem lem 

5 Sepatu olahraga dengan sol 

cetak sistem lem 

SNI 12-7075-2005 Sepatu olahraga 

dengan sol cetak sistem lem 

6 Sepatu basket sistem lem SNI 12-7076-2005 Sepatu basket sistem 

lem 

7 Sepatu bola dari kulit 

imitasi sistem lem 

SNI 12-7078-2005 Sepatu bola dari kulit 

imitasi sistem lem 

8 Sepatu olahraga joging 

sistem lem 

SNI 12-7195-2006 Sepatu olahraga 

joging sistem lem 

9 Sepatu olahraga lintas alam SNI 12-7196-2006, Sepatu olahraga 

lintas alam 

10 Sepatu kanvas SNI 12-0172-2005 Sepatu kanvas untuk 

umum 
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11 Sepatu Pria SNI 12-1534-1989 Sepatu pria dari kulit 

model mokasin 

12 Sepatu harian umum pria SNI 12-0366-1989 Mutu sepatu harian 

umum pria dari kulit derby sistem jahit. 

13 Sepatu Pria SNI 2942.2:2009 Sepatu-kulit sistem 

lem-Bagian 2:Pria 

14 Sepatu Wanita SNI 2942.1:2009 Sepatu-kulit sistem 

lem-Bagian 1:wanita 

15 Sepatu dinas lapangan 

ABRI 

SNI 12-0304-1989 Sepatu Mutu dan 

cara uji sepatu dinas lapangan ABRI sol 

dan hak karet cetak hitam sistem 

sekrup,  

16 Sepatu dinas lapangan 

ABRI 

SNI 12-0306-1989 Sepatu dinas 

lapangan ABRI sol dan karet hitam 

sistem vulkanisasi 

17 Sepatu dinas harian ABRI SNI 12-0305-1989 Mutu dan cara uji 

sepatu dinas harian ABRI sol kulit dan 

hak karet cetak hitam sistem jahit 

18 Sepatu bot PVC cetak tahan 

kimia untuk industri 

SNI 1547:2017 Sepatu bot PVC cetak 

tahan kimia 

19 Sepatu bot PVC untuk 

industri umum 

SNI 12-1848-2006 Sepatu bot PVC 

20 Sepatu bot poli (vinil 

klorida) untuk keperluan 

industri secara umum 

SNI ISO 4643:2012 Alas kaki plastic 

sistem cetak-sepatu bot poli (vinil 

klorida) dengan lapis atau tanpa lapis 

untuk keperluan industri secara umum-

spesifikasi 

21 Sepatu bot poliurethan (PU) 

untuk keperluan industri 

secara umum 

SNI ISO 5423:2012 Alas kaki plastik 

sistem cetak –Sepatu bot poliurethan 

(PU) dengan lapis atau tanpa lapis untuk 

keperluan industri secara umum – 

Spesifikasi 

22 Sepatu pentopel pria dari 

kulit sistem lem 

SNI 12-0073-1995 Sepatu pentopel pria 

dari kulit sistem lem 

23 Sepatu PVC cetak 
SNI 12-1549-1989 Sepatu PVC cetak 
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24 Sepatu pria dari kulit model 

derby sistem lem 

SNI 12-3361-1994 Sepatu pria dari kulit 

model derby sistem lem 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

1. Persyaratan sertifikasi mencakup: 

2. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

3. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; 

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk Sepatu. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Sepatu dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Sepatu, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 
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1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

Republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 
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proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yg diajukan untuk disertifikasi 

yg menunjukkan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 
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peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera atau tera ulang untuk alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran berat 

produk dalam kemasan akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 
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2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk 

dan mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 
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5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu 

dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka 

produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

  

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

cangkul/sekop dan tangkai, alat ukur berat, 

dan alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan 3bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk dalam kemasan akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 
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6.3. Apabila pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b.  Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 
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persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan 

keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, 

LSPro dapat memulai kembali dari proses evaluasi 

(angka 5). 
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9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi, 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 
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Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 



151 
 

 
 

Dengan ukuran: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 
G. Tahapan Titik Kritis Proses Produksi Produk Sepatu  

No 
Tahapan kritis proses 

produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1 Pemilihan bahan baku 

termasuk aksesoris 

Pemilihan bahan baku harus 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan atau peraturan yang 

terkait 

2. Pemotongan bahan 

baku (upper dan out 

sole) 

Proses pemotongan bahan baku 

dilakukan dengan metode tertentu 

untuk mendapatkan produk sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan 

3. Penjahitan Upper Proses penjahitan upper dilakukan 

dengan metode tertentu untuk 

mendapatkan produk sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan 

4. Penarikan (lasting)  Proses penarikan dilakukan dengan 

metode tertentu untuk mendapatkan 

produk sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan 

5. Penggabungan upper 

dan out sole 

Penggabungan upper dan out sole 

bisa dilakukan dengan berbagai 

macam cara bisa dijahit dan/ atau 

dilem dengan metode tertentu untuk 

mendapatkan sepatu utuh 
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6. Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan

persyaratan penandaan pada SNI

sebagaimana dimaksud dalam huruf

A

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

aslinya

imber Daya IvI^usia, Organisasi, dan HukumKepala Bir
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LAMPIRAN XII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK GIGI  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Tusuk gigi yaitu batang kecil yang dibuat dari kayu 

atau bambu, dimana salah satu atau kedua ujungnya 

runcing, dan digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa 

makanan pada gigi. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-4670-1998 Tusuk Gigi; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-4670-1998; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Tusuk gigi  

 

B. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

C. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Tusuk Gigi dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Tusuk gigi, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

D. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 
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kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 
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3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-4670-1998 Tusuk Gigi yang 

diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili 

sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 
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dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada angka 1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-4670-1998 Tusuk Gigi. 

Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh persyartaan mutu dalam SNI 

tersebut telah terpenuhi, maka produk yang 

diajukan untuk disertifikasi dianggap telah 

memenuhi persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh 

badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 



160 
 

 
 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 
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7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi;  
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b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

dan 

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 
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harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

E. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

F. Tahapan kritis proses produksi produk Tusuk Gigi  

No 
Titik kritis proses 

produksi 
Penjelasan 

1. Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

 

2. Pemotongan dan 

Peruncingan 

Pemotongan dan peruncingan 

dilakukan dengan metode tertentu 

untuk untuk mendapatkan produk 

sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan 

 

3. Pengeringan Pengeringan dilakukan dengan 

metode tertentu pada suhu dan 

waktu yang dikendalikan untuk 

mendapatkan persyaratan mutu 

kadar air. 

 

4. Pengemasan  Pengemasan dilakukan dalam wadah 

yang tertutup rapat, tidak 

dipengaruhi dan mempengaruhi isi, 

aman selama transportasi dan 

penyimpanan  
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5 Penandaan Pada kemasan harus dicantumkan

nama produk merek dagang, kode

produksi, nama dan alamat

pemsahaan, ukuran, jumlah isi dan

Iain-lain sesuai ketentuan yang

berlaku

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

^alinan se^uai dengan aslinya

Kepal^^^o Sumber Manusia, Organisasi, dan Hukum
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tl-iyWa Margahayu



166 
 

 
 

LAMPIRAN XIII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SARANA 

PENYIMPANAN BERAS  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk sarana penyimpan beras yang merupakan perabot 

berupa selungkup yang bahan utamanya terbuat dari baja 

lembaran dan plastik, dipergunakan untuk menyimpan beras, 

yang mempermudah pengambilan secara teratur sehingga 

beras yang masuk terlebih dahulu akan keluar lebih awal 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 12-4395-1996 Sarana Penyimpan Beras; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-4395-1996; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Sarana 

Penyimpan Beras. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Sarana Penyimpanan Beras dilakukan oleh 

LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI 

ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk 
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Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup 

produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Sarana penyimpanan beras, BSN dapat menunjuk LPK 

dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 
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5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 
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pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 12-4395-1996, yang diperlukan 

untuk pengujian produk, yang mewakili sampel 

yang diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 
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c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 12-4395-1996, Sarana 

Penyimpan Beras. Apabila laporan hasil uji 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 
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g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 
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produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 

yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4.  nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Sarana Penyimpanan 

Beras  

No Tahapan kritis  

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1.  Pemilihan bahan 

baku 

Pemilihan bahan baku harus 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dan peraturan yang 

terkait: 

1. Bahan pelat baja yang digunakan 

lembaran baja canai dingin sesuai 

dengan SNI 07-3567-2006 

2. Bahan pelat penampung sesuai 

dengan SNI 07-2053-2006 
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No Tahapan kritis  

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

3. Plastik yang digunakan adalah 

Acryconitrile - Butadiene – Styrene 

(ABS} kelas A (General Use) 

2.  Pencetakan 

bagian produk 

berbahan plastik 

Pencetakan dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk 

menghasilkan komponen plastik 

sesuai persyaratan yang ditetapkan 

3.  Pembuatan bagian produk berbahan metal: 

 a. Pemotongan 

lembaran baja 

Pemotongan dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk 

menghasilkan pelat baja dengan 

ukuran yang ditetapkan 

 b. Pembuatan 

profil dan 

pelubangan 

Pembuatan profil dan pelubangan 

dilakukan dengan metode tertentu 

yang dikendalikan untuk 

menghasilkan profil dan lubang sesuai 

persyaratan yang ditetapkan 

 c. Pembersihan Pembersihan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

untuk menghasilkan permukaan pelat 

yang bebas dari pengotor  

 d. Pengecatan  Pengecatan dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk 

menghasilkan hasil cat yang merata, 

dengan ketebalan cat minimal 20 

mikron 

 e. Pengeringan 

cat 

Pengeringan dilakukan dengan metode 

tertentu, dengan suhu dan waktu 

yang dikendalikan agar mendapatkan 

hasil kelekatan cat yang kuat 

 f. Pelipatan  Pelipatan pelat baja dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

untuk menghasilkan bentuk 

komponen metal sesuai persyaratan 

yang ditetapkan 
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No Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan tahapan kritis

4. Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan

kantong plastik/busa plastik dan

karton gelombang ganda dan diikat

dengan pita plastik

5. Penandaan Pada setiap produk minimal

mencantumkan penandaan:

a. nama perusahaan,

b. merek dagang,

G. kode produksi,

d. tipe dan kapasitas

KEPALA BAD AN STANDARD! SASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
,/.0/ \^\\

Kepala-Biro-.Sumber E3aya Manusia, Organisasi, dan Hukum

ryana Margahayu
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LAMPIRAN XIV 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BOLA TENIS 

MEJA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk bola tenis meja yang terbuat dari celluloid atau bahan 

lain yang sesuai dan memenuhi persyaratan teknis dalam 

cabang olah raga tenis meja 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 1285-2014 Bola tenis meja;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 1285-2014; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Bola tenis meja  

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Bola Tenis Meja dilakukan oleh LPK yang 

telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Bola Tenis Meja, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 



182 
 

 
 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

b. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 
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3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi 

yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan 

SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani 

oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a.  Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 1285-2014 Bola tenis meja; yang 

diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili 

sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik 

atau asesmen proses produksi yang relevan dengan 
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pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan 

evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada pasal 5.1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 1285-2014, Bola tenis meja. 

Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh persyartaan mutu dalam SNI 

tersebut telah terpenuhi, maka produk yang 

diajukan untuk disertifikasi dianggap telah 

memenuhi persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus 

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, 

atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui 

simulasi proses produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat pembentukan, alat trimming, 

alat pengeleman, alat ukur dimensi, alat ukur 

berat, alat uji penyimpangan gelinding bola, alat 

uji pantul bola; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk 

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 
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6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh 

badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai basis permohonan 

sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan 

bahwa pabrik memiliki proses produksi yang 

didukung dengan segala sumber daya yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI 
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yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan 

untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan 

secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang 

yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan 

sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan 

keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi 

menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses 

sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses 

evaluasi (angka 5). 
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9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi, 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 
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Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 

cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk Bola tenis meja  

No 
Tahapan kritis 

proses produksi 
Penjelasan 

1. Pemilihan bahan 

baku 

Bahan baku celluloid atau bahan lain 

yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

2. Pembentukan Pembentukan dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

untuk mendapatkan bentuk bola 

setengah lingkaran yang sesuai, 

3. Trimming Proses trimming dilakukan dengan 

metode tertentu yang dikendalikan 

untuk mendapatkan bola setengah 

lingkaran dengan bagian tepi yang 

rata. 

4. Pengeleman Pengeleman dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk 

menyatukan bola setengah lingkaran 

menjadi bola utuh  

5. Penandaan  Pada permukaan bola diberi 

keterangan yang menjelaskan minimal 

merk/nama perusahaan dan ukuran 

bola 
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6. Pengemasan Bola tenis meja dikemas dalam wadah

yang terbuat dari karton, plastik atau

bahan lain yang sesuai

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

V .
>alin^ sesuai dengan aslinya

KtpaXa/Bjro Sumber Da^a Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iry^^' Margahayu
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LAMPIRAN XV 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK CAKRAM  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Cakram untuk keperluan olah raga yang berbentuk 

seperti 2 (dua) piring cembung saling menutup simetris 

dengan sisi tumpul berbingkai logam, terbuat dari polimer, 

kayu atau bahan lain yang sesuai, yang memenuhi 

persyaratan teknis dalam peraturan pertandingan cabang 

olahraga atletik nomor lempar cakram. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 401:2017 Cakram;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 401:2017; 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk  Cakram;  

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Cakram dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 
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sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Cakram, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan permohonan 

sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas 

merek yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan 

resmi pemilik merek yang berkedudukan 

hukum di luar negeri, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum 

tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi 

pemilik merek di wilayah republik Indonesia; 

dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang 

diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan 

kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 
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2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 
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laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 401:2017, Cakram, yang 

diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili 

sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon pada pasal 5.1 terhadap lingkup produk 

yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam  SNI 401:2017, Cakram; Apabila 

laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh persyartaan mutu dalam SNI tersebut 

telah terpenuhi, maka produk yang diajukan 

untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 
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melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat untuk pembentukan daun 

sekop, alat untuk pelapisan daun sekop, alat 

ukur berat, alat ukur dimensi 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 
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i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 
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b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 
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untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui 

kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 
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2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Cakram 

No Tahapan kritis 

proses produksi 

Penjelasan tahapan kritis 

1. Pemilihan bahan 

baku 

Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

2. Pencetakan bingkai 

dan pusat cakram 

Pencetakan bingkai dan pusat 

cakram dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan 

sehingga menghasilkan bentuk 

yang sesuai. 

3. Penghalusan badan 

cakram dan 

bingkai cakram  

Penghalusan badan cakram dan 

bingkai cakram dilakukan dengan 

metode tertentu yang 



205

dikendalikan untuk mendapatkan

produk cakram yang halus, rata,

tidak ada bagian yang rusak yang

dapat mengganggu dan

membahayakan pengguna serta

guna memperolah berat dan

ukuran yang sesuai.

4. Pengemasan Pengemasan dilakukan dalam

pembungkus plastik atau bahan

lain yang sesuai dan diberi

informasi sesuai klasifikasi

pemakai, merek dan nama

perusahaan.

5. Penandaan Penandaaan paling sedikit

mencantumkan informasi berat.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

aslinya

KepaIa/Bifo,.SjOTber Dam.Manusia, Organisasi, dan Hukum

rfi
L  \h'

iryana Margahajna
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LAMPIRAN XVI 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MEJA TENIS 

MEJA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk meja tenis meja yang berbentuk persegi panjang, 

terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai, yang 

memenuhi persyaratan teknis dalam cabang olahraga tenis 

meja. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 0800:2014, Meja tenis meja; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 0800:2014; 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk meja tenis 

meja. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Meja Tenis Meja dilakukan oleh LPK yang 

telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 
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sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

meja tenis meja, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 
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5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 0800:2014, Meja tenis meja yang 

diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili 

sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam  SNI 0800:2014 Meja tenis meja 

Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat pemotong, alat pengecat, 

alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm, alat 

ukur derajat kelengkungan dengan ketelitian 1 

derajat, alat ukur permukaan meja, alat ukur 

daya pantul bola tenis meja; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 
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verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 
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diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui 

kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

 

 

 



217 
 

 
 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 

cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 

r  = 0,5x 
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G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Meja Tenis Meja

No
Tahapan kritis

proses produksi
Penjelasan tahapan kritis

1. Pemilihan bahan

baku

1. Bahan baku harus memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

2. Bahan baku daun meja dianjurkan tidak

terdapat sambungan. Apabila daun meja

terdapat sambungan, daya pantul daun

meja pada sambungan harus memenuhi

persyaratan.

2. Pengecatan papan Pengecatan dilsikukan dengan metode tertentu

yang dikendalikan sehingga tidak

menghasilkan cacat pada produk akhir seperti

blocking, cloudy dan retak rambut [cracking)

yang mempengaruhi daya pantul daun meja.

3. Penandaan Pemasangan label (merek/nama perusahaan)

yang dibubuhkan pada kaki meja atau sisi

meja han.is permanen/tidak mudah hilang.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

^^^ilian sesu^^;^ngan aslinya
Kepala Sire Snmber Da3^^^P|lanusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margaha3ru
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LAMPIRAN XVII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK RAKET BULU 

TANGKIS  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Raket bulu tangkis yang terbuat dari bahan utama 

berkomposisikan komposit serat karbon (plastik bertulang 

grafit) atau bahan lain yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan teknis cabang olahraga bulu tangkis. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 1018:2014 Raket bulu tangkis; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 1018:2014, 

Raket bulu tangkis; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Raket bulu 

tangkis 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Raket bulu tangkis dilakukan oleh LPK 

yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 

17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 
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sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Raket Bulu Tangkis , BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi; 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan konstruksi, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

konstruksi; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara, 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 1018:2014, yang diperlukan untuk 

pengujian produk dan mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 1018:2014. Apabila laporan 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain tata letak, bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan konstruksi sampai produk akhir paling 

sedikit pada tahapan sebagaimana tercantum 

dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat pembentuk raket, alat ukur 

panjang dengan ketelitian 1 mm dan alat ukur 

berat; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 
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h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 
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diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi, 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama 

dengan yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 
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mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai  tata 
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cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNIadalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 
G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Raket bulu tangkis 

No 
Tahapan kritis proses 

produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1. Pemilihan bahan 

baku 

Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

2. Pembentukan raket Pembentukan raket dilakukan 

dengan metode tertentu yang 

dikendalikan untuk memastikan 
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ukuran kepala, batang dan

tangkai raket memenuhi

persyaratan.

3. Penandaan Penandaan pada tangkai raket

bulu tangkis minimal keterangan

yang menjelaskan tentang

merek/nama perusahaan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Srfingbf'sesuSbi'^S^gaji aslinya
F'<Y X-?:-"-;.

Kepala DayaW^nusia, Organisasi, dan Hukum

IryanrarM'argahayu
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LAMPIRAN XVIII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK RAKET TENIS 

MEJA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Raket tenis meja yang dibuat dari kayu atau kayu 

lapis, dilapisi karet berbintil dan spon (sandwich), yang 

memenuhi persyaratan teknis dalam cabang olah raga tenis 

meja. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 0799:2014 Raket tenis meja;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 0799:2014; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Raket tenis 

meja. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Raket Tenis Meja dilakukan oleh LPK yang 

telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 
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sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Raket Tenis Meja, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi; 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7) apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan konstruksi, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

konstruksi; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel 

tera ulang untuk alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 

Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti 

pemenuhan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam 

SNI dan peraturan terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 
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pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara, 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 1018:2014, yang diperlukan untuk 

pengujian produk, yang mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 
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c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi 

produk dan proses produksi yang disampaikan 

Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup 

produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan 

terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 1018:2014. Apabila laporan 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

persyartaan mutu dalam SNI tersebut telah 

terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain tata letak, bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan konstruksi sampai produk akhir paling 

sedikit pada tahapan sebagaimana tercantum 

dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa berupa pola/mold raket tenis 

meja, alat potong/pisau potong kayu, jangka 

sorong/caliper dan loupe; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 
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h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 
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diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi, 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 
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mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 
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cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Raket Tenis Meja 

No Tahapan kritis 

proses produksi 

Penjelasan tahapan kritis 

1. Pemilihan bahan 

baku 

1. Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

2. Bahan baku kayu atau kayu lapis 

dipastikan utuh atau tidak ada 

sambungan. 
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3. Bila menggunakan spon/karet

busa sebagai tempat menempel

karet berbintil, tebal produk harus

memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

2. Perekatan lapisan

karet berbintil pada

daun raket

Perekatan lapisan karet berbintil pada

daun raket dilakukan dengan metode

tertentu sehingga tidak mudah lepas.

3. Penandaan Penandaaan minimal menjelaskan

merk/nama perusahaan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

'.ji

sesilat^engan aslinya
, 'T/

Kepala Daya-^anusia, Organisasi, dan Hukum

Ir^^na Margaha}^!
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LAMPIRAN XIX 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PELURU 

TOLAK PELURU  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Peluru Tolak Peluru yang merupakan logam bulat 

pejal, terbuat dari besi, kuningan atau bahan lain yang 

sesuai, tidak lebih lunak daripada kuningan dengan atau 

tanpa dilapisi oleh karet atau bahan lain yang sesuai, yang 

memenuhi persyaratan teknis dalam cabang olahraga atletik 

nomor tolak peluru. 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 798:2017 Peluru Tolak Peluru;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 798:2017; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Peluru Tolak 

Peluru. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Peluru Tolak Peluru dilakukan oleh LPK 

yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 

17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 
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Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Peluru Tolak Peluru, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 
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melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 
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dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 
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persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 798:2017, yang diperlukan untuk 

pengujian produk dan mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 798:2017 Peluru Tolak 

Peluru. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat cetak (mold), alat pengukur 

berat, alat pengukur garis tengah dengan 

ketelitian 1mm dan alat pengukur kerataan 

dengan keletilitan 0,01 mm; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 
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dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 
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diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 
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F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 

cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 

r  = 0,5x 
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G. Tahapaji Kritis Proses Produksi Produk Peluru Tolak Peluru

No
Tahapan kritis proses

produksi
Penjelasan

1. Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan.

2. Pencetakan peluru

tolak peluru

Pencetakan peluru tolak peluru

dilakukan dengan metode tertentu

yang dikendalikan untuk mendapatkan

bentuk yang sesuai,

3. Penghalusan badan

peluru tolak peluru

Proses penghalusan peluru tolak

peluru dilakukan dengan metode

tertentu yang dikendalikan dilakukan

untuk memastikan permukaan produk

rata.

4. Pengemasan Pengemasan dilakukan dalam

pembungkus plastik atau bahan lain

yang sesuai dengan kuat.

5. Penandaan Penandaan pada produk paling sedikit

mencantumkan informasi nama/logo

perusahaan dan ukuran produk.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

S^inan'sestiM de aslinya
// ^

Kepala BiroSumber Daya.'Manusia, Organisasi, dan Hukum
f  »

Ir^jm^fergahayu
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LAMPIRAN XX  

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BOLA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Bola sesuai dengan lingkup SNI .  

No Nama produk Persyaratan SNI 

1.  Bola Sepak SNI 2180:2014 Bola Sepak 

2.  Bola Voli SNI 1286:2014 Bola Voli 

3.  Bola Futsal SNI 7817.1:2013 Bola Futsal 

4.  Bola Basket SNI 1282:2009 Bola Basket 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk bola. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Bola dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 
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sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Bola, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang 

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala 

BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI 

dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang 

bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak 

lain, menyertakan bukti perjanjian yang 

mengikat secara hukum untuk melakukan 

pembuatan produk untuk pihak lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi; 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang 

diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, 

belakang, samping, dan bagian dalam, serta 

informasi terkait kemasan produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan konstruksi, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

konstruksi; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara, 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk 

dan mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi, 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain tata letak, bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan konstruksi sampai produk akhir paling 

sedikit pada tahapan sebagaimana tercantum 

dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu 

sebagaimana tercantum dalam huruf H; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 
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g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 
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produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi, 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama 

dengan yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi, 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 
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cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNIadalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 
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G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Bola  

No 
Tahapan kritis 

proses produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

Bola 

Sepak 

Jahit 

Bola 

Sepak 

Press 

Bola 

Voli 

Bola 

Futsal 

Jahit 

Bola 

Futsal 

Press 

Bola 

Basket 

1 Pemilihan bahan 

baku 

Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan 

berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku 

2 Molding karet bola 

(apabila dilakukan) 

Molding dilakukan dengan metode tertentu yang 

dikendalikan untuk menghasilkan ukuran bola 

bagian dalam yang ditetapkan 

berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku 

3 Pelilitan dengan 

benang (Winding) 

Proses pelilitan bola bagian dalam dengan benang 

dilakukan dengan metode tertentu yang 

dikendalikan untuk menghasilkan jumlah gulungan 

benang yang diinginkan 

tidak 

berlaku  

berlaku 

 

berlaku tidak 

berlaku  

berlaku berlaku 

4 Pembuatan 

Carcass 

(jika dilakukan) 

Pembuatan carcass dilakukan dengan metode 

tertentu yang dikendalikan untuk memperkuat bola 

tidak 

berlaku 

berlaku berlaku tidak 

berlaku 

berlaku berlaku  

5 Pembentukan  

cover 

Pembentukan cover dari panel-panel dilakukan 

dengan metode tertentu yang dikendalikan sehingga 

panel-panel dapat merekat  

berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku 

6 Penandaan Penandaan pada produk dilakukan sesuai 

persyaratan yang ditetapkan dalam SNI 

berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku 
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H. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan

pengendalian mutu produk bola

No. Produk Peralatan

1. Bola Sepak Jahit mesin potong untuk material non metal,

perlengkapan penyatuan panel (jahit/lem/thermaZ

molding), alat pompa udara, alat pengukur berat

bola, alat pengukur keliling bola

2. Bola Sepak Press mesin potong untuk material non metal,

perlengkapan penyatuan panel (jahit/lem/thermal

molding), alat pompa udara, mesin pelilit benang

{winding), alat pengukur berat bola, alat pengukur

keliling bola

3. Bola Voli peralatan produksi: mesin potong untuk material

non metal, perlengkapan penyatuan panel

(jahit/lem/thermaZ molding), alat pompa udara,
mesin pelilit benang {winding), alat pengukur berat
bola, alat pengukur keliling bola

4. Bola Futsal Jahit peralatan produksi: mesin potong untuk material
non metal, perlengkapan penyatuan panel
(jahit/lem/thermal molding), alat pompa udara, alat
pengukur berat bola, alat pengukur keliling bola

5. Bola Futsal Press peralatan produksi: mesin potong untuk material
non metal, perlengkapan penyatuan panel
(jahit/lem/thermaZ molding), mesin pelilit benang
{winding), alat pompa udara, alat pengukur berat
bola, alat pengukur keliling bola

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salin^i^sum'"tiengan aslinya
Kepala Birq'/gmmb^Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu
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LAMPIRAN XXI 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PEMUKUL BOLA  

UNTUK KEPERLUAN OLAH RAGA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Pemukul Bola Untuk Keperluan Olah Raga sesuai 

dengan lingkup SNI .  

No Nama produk Persyaratan SNI 

1.  Pemukul bola kasti SNI 12-0452-1996 Pemukul 

bola kasti 

2.  Pemukul bola softball SNI 12-1017-1989 Ukuran 

pemukul softball 

3.  Pemukul bisbol SNI 12-4684-1998 Ukuran 

pemukul bisbol  

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 

sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Pemukul 

Bola Untuk Keperluan Olah Raga. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 
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D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Pemukul Bola Untuk Keperluan Olah Raga 

dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN 

berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – 

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan 

Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam 

Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Pemukul Bola Untuk Keperluan Olah Raga, BSN dapat 

menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 
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4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 
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6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 
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sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 
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persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk 

dan mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  
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5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat sebagaimana tercantum 

dalam huruf H; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 
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verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu  atau sekelompok orang yang sama 

dengan yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 
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diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 
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dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 

cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 
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G. Tahapan kritis proses produksi produk pemukul bola untuk keperluan olahraga  

No 
Tahapan kritis proses 

produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

Pemukul 

berbahan 

kayu 

Pemukul 

berbahan 

komposit 

Pemukul 

berbahan 

aluminium solid 

Pemukul 

berbahan pipa 

aluminium 

1 Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan 

berlaku berlaku berlaku berlaku 

2 Pengeringan bahan baku 

kayu (jika dilakukan) 

Pengeringan bahan baku kayu dilakukan 

pada suhu dan atau waktu yang 

dikendalikan untuk mendapatkan tingkat 

kadar air bahan baku yang ditetapkan 

berlaku tidak 

berlaku 

tidak berlaku tidak berlaku 

3 Pembentukan bagian 

pemukul 

Pembentukan bagian pemukul dilakukan 

dengan metode tertentu yang dikendalikan 

untuk mencapai persyaratan ukuran setiap 

bagian pemukul yang ditetapkan 

berlaku berlaku berlaku berlaku 

4 Pemanasan 

 

Pemanasan dilakukan pada suhu dan waktu 

yang dikendalikan untuk mencapai tingkat 

kekerasan bahan yang ditetapkan 

tidak 

berlaku 

berlaku tidak berlaku berlaku 

5 Penandaan Produk diberi penandaan sesuai persyaratan 

SNI 

berlaku berlaku berlaku berlaku 
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H. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan

pengendalian mutu produk pemukul bola untuk keperluan olahraga

No. Produk Peralatan

1. Pemukul

berbahan kayu

Mesin/alat pemotong kayu, mesin bubut

kayu, fasilitas/alat pengering ka)^!,

mesin/alat amplas, alat pengukur panjang,

berat, dan kadar air

2. Pemukul

berbahan

komposit

Mesin hot roller press, mesin pemanas,

mesin molding, mesin amplas, alat

pengukur panjang dan berat, cetakan

pemukul,

3. Pemukul

berbahan

aluminium

solid

Mesin/alat pemotong logam, mesin bor

logam, mesin ekstrusi, mesin/alat amplas,

alat pengukur panjang dan berat

4. Pemukul

berbahan pipa

aluminium

Mesin/alat pemotong logam, mesin

swagging, mesin/alat amplas, alat

pengukur panjang dan berat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salin^^Bsuai^dengan aslinya
Kepala Birc/'^mnber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryfea-Margahayu



- 286 - 
 

 
 

LAMPIRAN XXII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK LEMBING  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk lembing yang merupakan tongkat panjang yang 

memiliki ujung kepala runcing dan ekor meruncing, terbuat 

dari logam dan atau bahan lain yang sesuai serta memenuhi 

persyaratan teknis dalam cabang olahraga atletik nomor 

lempar lembing 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 400:2017 Lembing;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 400:2017; dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Lembing.  

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Lembing dilakukan oleh LPK yang telah 

diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Lembing, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup 

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 
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produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 
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2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 
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produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 400:2017, yang diperlukan untuk 

pengujian produk, yang mewakili sampel yang 

diusulkan untuk disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 
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c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam  SNI 400:2017, Lembing; Apabila 

laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh persyartaan mutu dalam SNI tersebut 

telah terpenuhi, maka produk yang diajukan 

untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi 

persyaratan pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan 

baku sampai produk akhir paling sedikit pada 

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat potong logam, mesin 

peruncing, mesin las, mesin amplas, alat 

pengukur panjang, alat pengukur berat dan 

sudut; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau 

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana 

disebutkan pada butir e yang membuktikan 

bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan 

produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi 

dapat ditunjukan dengan prosedur yang 

diperlukan untuk mencapai kondisi atau 

persyaratan yang ditetapkan,  

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat 

produk 
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h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak 

sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh 

petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di 

laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang 

telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 
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b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk  disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 
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untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  
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a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk lembing 

No Tahapan kritis proses 

produksi 
Penjelasan tahapan kritis 

1.  Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

2.  Pembentukan bagian 

lembing 

Pembentukan bagian lembing 

dilakukan dengan metode tertentu 

yang dikendalikan untuk 

mencapai persyaratan ukuran, 

kehalusan dan kerataan 

permukaan setiap bagian lembing, 

dan sudut ujung kepala yang 

ditetapkan 



-298-

3. Penggabungan bagian

lembing

Penggabungan bagian lembing

dilakukan dengan metode tertentu

yang dikendalikan untuk

mencapai persyaratan berat dan

kekuatan basil penggabungan

yang ditetapkan

4. Pengemasan Produk dikemas dalam

pembungkus plastik atau bahan

lain yang sesuai dengan dilengkapi

pelindung kepala dan ekor.

5. Penandaan Pada batang lembing diberi label

yang tidak mudah hilang paling

sedikit memuat tanda :

a) Nama/logo perusahaan;

b) Ukuran.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan-sesuai dengan aslinya
//,

Kepala Biro/Sumber Daya M^usia, Organisasi, dan Hukum

atgahayn
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LAMPIRAN XXIII 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BOLA BULU 

TANGKIS  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk bola bulu tangkis yang terbuat dari gabus atau bahan 

lain yang sesuai dan bulu unggas yang memenuhi 

persyaratan teknis dalam cabang olah raga bulu tangkis 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

Persyaratan sertifikasi mencakup: 

1. SNI 0036:2014 Bola Bulu Tangkis; 

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 0036:2014; 

dan 

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk  Bola Bulu 

Tangkis. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Sertifikasi produk Bola Bulu Tangkis dilakukan oleh LPK 

yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 

17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



- 300 - 
 

 
 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Bola Bulu Tangkis BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

Mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 
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5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. klasifikasi/kelas produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi 

yang menunjukan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan baku; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera ulang untuk alat ukur yang 

digunakan dalam pengukuran berat; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 
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10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

pelaku usaha dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem 

lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan 

akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI 0036:2014 Bola Bulu Tangkis yang 

diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili 

sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon Sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon pada pasal 5.1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI 0036:2014 Bola Bulu Tangkis. 

Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyartaan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 
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melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak 

bangunan; 

d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat pencetak bulu, alat pelurus 

bulu, alat bor kepala bola bulutangkis, alat 

pemasang bulu, alat pengelem, alat jahit; dan 

alat pengukur berat dan panjang; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 
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dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari 

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA 

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan 

terhadap implementasi sistem manajemen terkait 

mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan 

huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 
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7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai basis 

permohonan sertifikasi; dan 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksiatau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten, dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 
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diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukan keinginan 

untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro dapat 

memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5). 

 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat) 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a) nama produk, merek dan spesifikasi produk 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan 

d) informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 

2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan 

beredar 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama 

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro 

atas hasil sertifikasi sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi pengendalian 

mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat 

sampai dilakukan surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan Tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata 
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cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian 

Berbasis SNI. 

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 

 

G. Tahapan kritis proses produksi produk bola bulu tangkis 

No Tahapan kritis proses 

produksi 

Penjelasan tahapan kritis 

1.  Pemilihan bahan baku 

bulu 

pemilihan bahan baku harus 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan 

2.  Pencetakan bahan baku 

bulu 

pencetakan dilakukan dengan 

metode tertentu yang 

dikendalikan untuk mencapai 

persyaratan panjang bulu yang 

ditetapkan 

3.  Pelurusan bulu bahan pelurusan dilakukan dengan 
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baku metode tertentu yang
dikendalikan untuk

menghasilkan bulu yang lurus

4. Pelubangan kepala bola

bulu tangkis

pelubangan dilakukan dengan

metode tertentu yang

dikendalikan untuk

menghasilkan lubang yang

teratur sesuai persyaratan

5. Pengeleman dan

penjahitan

pengeleman dan penjahitan

dilakukan dengan metode

tertentu yang dikendalikan

untuk mencapai kesatuan

antar bagian bola yang kuat

6. Pengemasan produk dikemas dalam

kemasan yang terbuat dari

karton kuat atau bahan lain

yang sesuai dengan tutup

bagian atas dan bawah

7. Penandaan a. pada bagian kemasan

diberi label yang tidak

mudah hilang, minimal

memuat: merek/cap/nama

perusahaan dan jumlah isi.

b. pada bola bulu tangkis

diberi label:

merek / cap/ nama

perusahaan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
If "■'Kepala Biro S^iJ^ber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana-Margahayu
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LAMPIRAN XXIV 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK JARING OLAH 

RAGA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Jaring Olahraga sesuai dengan lingkup SNI: 

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1 Jaring bola volley SNI 457:2017 Jaring bola volley 

2 Jaring tenis SNI 692:2018 Jaring tenis  

3 Jaring tenis meja SNI 693:2018 Jaring tenis meja 

4 Jaring sepak 

takraw 

SNI 4672:2017 Jaring sepak takraw 

5 Jaring sepak bola SNI 4679:2018 Jaring gawang sepak 

bola 

6 Jaring hoki SNI 12-4681-1998 Jaring hoki 

7 Jaring futsal SNI 7817.2:2013 Futsal - Bagian 2: 

Jaring 

8 Jaring bulu tangkis SNI 1767:2017 Jaring bulu tangkis 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

1. Persyaratan sertifikasi mencakup: 

2. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

3. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; dan 

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk Jaring 

Olahraga. 
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C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal; dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 

 

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk jaring olah raga dilakukan oleh LPK yang 

telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Jaring Olahraga, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala 

BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI 

dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
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tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

Republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 
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4. foto produk yg diajukan untuk disertifikasi 

yg menunjukkan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 

c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggung jawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera atau tera ulang untuk alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran berat 

produk dalam kemasan akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 
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akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 

produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 
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4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk 

dan mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut 
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menunjukkan bahwa seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, 

maka produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

  

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 
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sedikit berupa peralatan perajutan dan alat 

pengukur panjang; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk dalam kemasan akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 

maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 
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6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a.  Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 

 

8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 
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8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan 

keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, 

LSPro dapat memulai kembali dari proses evaluasi 

(angka 5). 

 

9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi; dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat); 

5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 
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7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1.  Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 
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10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ukuran: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
y = 11x 
r  = 0,5x 
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G. Tahapan Titik Kritis Proses Produksi Produk Jaring Olahraga

No
Titik kritis proses

produksi
Penjelasan

1. Pemilihan Bahan baku

termasuk bahan

tambahan

Pemilihan bahan baku

dilakukan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan

2. Perajutan / Penganyaman Perajutan / penganyaman

dilakukan dengan metode yang

dikendalikan untuk

mendapatkan produk sesuai

dengan persyaratan yang

ditetapkan

3. Pengemasan Pengemasan produk dilakukan

dalam pembukus plastik atau

bahan lain yang sesuai, kuat

serta melindung isinya dan

mencantumkan merek dan

nama perusahaan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

SalinaSii^^Suaiidengan aslinya
j/^/

Kepala Biro ̂ i^^ber Daya M^riusia, Organisasi, dan Hukum
Ico/ \0'

Ir^na^yargahayxi
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LAMPIRAN XXV  

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH 

TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN 

 
PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PELINDUNG 

OLAHRAGA  

 

A. Ruang lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi 

produk Pelindung Olahraga sesuai dengan lingkup SNI: 

No Nama Produk Persyaratan SNI 

1.  Pelindung 

kepala tinju 

SNI 12-3757-1995 Pelindung kepala 

tinju 

2.  Sarung tinju SNI 12-3756-1995 Sarung tinju 

3.  Pelindung 

badan olahraga 

pencak silat 

SNI 12-2181-1991 Pelindung badan 

olahraga pencak silat 

 

B. Persyaratan sertifikasi 

1. Persyaratan sertifikasi mencakup: 

2. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 

3. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A; dan 

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk Pelindung 

Olahraga. 

 

C. Prosedur sertifikasi 

Prosedur sertifikasi mencakup: 

1. evaluasi awal, dan 

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. 
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D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  

Sertifikasi produk Pelindung Olahraga dilakukan oleh LPK 

yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 

17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga 

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk 

sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk 

Pelindung Olahraga, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang 

lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

E. Tahapan sertifikasi 

1. Pengajuan permohonan sertifikasi 

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh 

pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat 

mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN 

mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan 

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 

 

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi Pemohon: 

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta 

nama dan kedudukan atau jabatan personel 

yang bertanggungjawab atas pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pendaftaran dan hak kepemilikan 

atas merek yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan 

produk dengan merek yang dimiliki oleh 

pihak lain, menyertakan bukti perjanjian 

yang mengikat secara hukum untuk 



- 327 - 
 

 
 

melakukan pembuatan produk untuk pihak 

lain; 

5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik 

merek yang mensubkontrakkan proses 

produksinya kepada pihak lain, menyertakan 

bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub 

kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 

lain; 

6. apabila Pemohon bertindak sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek yang 

berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat 

secara hukum tentang penunjukkan sebagai 

perwakilan resmi pemilik merek di wilayah 

Republik Indonesia; dan 

7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi 

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan 

persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan 

proses sertifikasi dan bersedia memberikan 

akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam 

melaksanakan kegiatan sertifikasi. 

b. informasi produk: 

1. merek produk yang diajukan untuk 

disertifikasi; 

2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

4. foto produk yg diajukan untuk disertifikasi 

yg menunjukkan bentuk produk serta 

informasi terkait kemasan primer produk; 

5. daftar bahan konstruksi; 

6. label produk; dan 

7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder 

yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah 

depan, belakang, samping, dan bagian 

dalam, serta informasi terkait kemasan 

produk. 
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c. informasi proses produksi: 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 

2. struktur organisasi, nama dan jabatan 

personel penanggungjawab proses produksi; 

3. dokumentasi informasi tentang pemasok 

bahan baku produk, prosedur evaluasi 

pemasok, serta prosedur inspeksi bahan 

baku produk; 

4. dokumentasi informasi tentang proses 

pembuatan produk yang diajukan untuk 

disertifikasi, termasuk proses yang 

disubkontrakan ke pihak lain; 

5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian mutu, termasuk 

pengujian rutin, daftar peralatan, serta 

sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu 

produk yang disertifikasi, dan bukti atau 

segel tera atau tera ulang untuk alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran berat 

produk dalam kemasan akhir; 

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan 

rekaman pengendalian dan penanganan 

produk yang tidak sesuai; 

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan 

produk dan pengelolaan produk di gudang 

akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau 

diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 

8. lokasi gudang penyimpanan produk di 

wilayah Republik Indonesia; 

9. menyertakan laporan hasil uji yang 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum pengajuan sertifikasi, yang 

memberikan bukti pemenuhan produk yang 

diajukan untuk disertifikasi terhadap 

persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan 

terkait; 

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana 

dinyatakan pada butir 9 belum tersedia, 

Pemohon dapat menyampaikan sampel 
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produk kepada LSPro untuk diuji di 

laboratorium yang memiliki perjanjian alih 

daya dengan LSPro; dan 

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga 

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau 

oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang 

setara. 

 

2. Tinjauan permohonan sertifikasi 

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh 

Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 

 

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi 

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan 

Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 

sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi 

ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro. 

 

4. Penyusunan rencana evaluasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk 

disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan 

persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk 

dan mewakili sampel yang diusulkan untuk 

disertifikasi; 

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar 

sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon sertifikasi; 

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengujian berdasarkan standar acuan metode uji 

yang dipersyaratkan; dan 
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi 

pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan 

dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan 

untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang 

melakukan evaluasi. 

 

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk 

mencakup: 

a.  Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 

informasi produk dan proses produksi yang 

disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap 

lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan 

peraturan terkait. 

b. Pengujian awal terhadap sampel produk 

berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. 

Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan 

hasil uji dari laboratorium yang disampaikan 

Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan 

mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada 

Lampiran A. Apabila laporan hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu 

dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka 

produk yang diajukan untuk disertifikasi 

dianggap telah memenuhi persyaratan 

pengujian awal.  

 

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, 

Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi 

6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

harus dilakukan pada saat pabrik melakukan 

produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan 

melalui simulasi proses produksi produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap: 

a. tanggung jawab dan komitmen personel 

penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi 

pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi 

informasi prosedur dan rekaman pengendalian 

mutu, termasuk pengujian rutin; 

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, 

bangunan; 

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir paling sedikit 

pada tahapan sebagaimana tercantum dalam 

huruf G; 

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi 

termasuk peralatan pengendalian mutu paling 

sedikit berupa alat pemotong, alat jahit, dan 

alat pengukur panjang; 

f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi 

atau hasil verifikasi peralatan produksi 

sebagaimana disebutkan pada butir e yang 

membuktikan bahwa peralatan tersebut 

memenuhi persyaratan produksi. Hasil 

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan 

dengan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi atau persyaratan yang 

ditetapkan; 

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran 

berat produk dalam kemasan akhir; 

h. pengendalian dan penanganan produk yang 

tidak sesuai; dan 

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 

produk, termasuk di gudang akhir produk yang 

siap diedarkan. 

 

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 

ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan 

IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, 
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maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi 

dilakukan terhadap implementasi sistem 

manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 

6.2 huruf d dan huruf e. 

 

6.4. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel 

oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya 

diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium 

yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan 

LSPro. 

 

6.5. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau 

asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, 

tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk 

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan 

SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 

 

7. Tinjauan (Review) 

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:  

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk 

menunjukkan bahwa sampel yang mewakili 

produk memenuhi persyaratan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar 

permohonan sertifikasi. 

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi atau bukti obyektif untuk 

menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses 

produksi yang didukung dengan segala sumber 

daya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang secara konsisten dan memenuhi 

persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar permohonan sertifikasi. 

 

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk 

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang 

diajukan oleh Pemohon untuk produk yang 

diajukan untuk disertifikasi. 
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8. Penetapan keputusan sertifikasi 

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan 

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses review. 

 

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat 

dalam proses evaluasi. 

 

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan 

oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan 

yang melakukan review. 

 

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi 

berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, 

kecuali review dan keputusan sertifikasi 

diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau 

sekelompok orang yang sama. 

 

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi 

terkait alasan menunda atau tidak memberikan 

keputusan sertifikasi, dan harus 

mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 

Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan 

keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, 

LSPro dapat memulai kembali dari proses evaluasi 

(angka 5). 

 

9. Penerbitan sertifikat  

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI 

diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan 

keputusan sertifikasi dan 

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat: 

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema 

sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang 

sertifikat); 
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5. acuan ke perjanjian sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; 

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan  

d. informasi terkait proses sertifikasi. 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; 

9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan 

sertifikat; dan 

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum 

dari personel yang bertindak atas nama LSPro 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10. Surveilans dan sertifikasi ulang  

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam 

hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan/atau 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan beredar. 

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans 

pertama tersebut dilakukan berdasarkan 

penilaian LSPro atas hasil sertifikasi 

sebelumnya. 

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan 

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel 

produk yang akan beredar, penerima sertifikat 

harus menyampaikan dokumentasi 

pengendalian mutu proses produksi sejak 

penerbitan sertifikat sampai dilakukan 

surveilans pertama. 
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b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan: 

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses 

produksi; dan 

2. Pengujian terhadap sampel produk yang 

akan atau telah beredar. 

 

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling 

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan 

sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 6. 

 

F. Penggunaan tanda SNI 

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang 

dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BSN Mengenai Tata Cara Penggunaan 

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.  

 

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah 

memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 
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